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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa
pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk
mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu
meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan
keanekaragaman sumber daya daerah. Walaupun undang-undang
secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai
kewenangan  untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri,
namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus
memperhatikan perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan
pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung
pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan
kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 Ayat 3 Bahwa Kepala
daerah terpilih harus membuat RPJMD 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan
yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan
pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ke Presiden.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah
harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah
pusat dan pedoman tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu tujuan
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dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang
menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang
diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus
mendukung penyelesaian masalah nasional dan masalah yang dihadapi
daerah itu sendiri.

RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 dan merupakan RPJMD II yang arah
pembangunannnya dititik beratkan pada pencapaian indikator-indikator
yang telah ditetapkan dalam MDGs yang diharapkan tercapai pada
tahun 2013. Secara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi
tahun 2008-2013 adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan pemerintahan yang bersih (good government)
kelembagaan dan organisasi perangkat daerah, laju pertumbuhan
penduduk yang terkendali, pemanfaatan ruang yang serasi dan efisien,
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup serta tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung
perekonomian kota.

Dalam upaya melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah, terdapat beberapa peluang dan kendala strategis
yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan, yaitu munculnya
beberapa issue strategis yang diantaranya adalah :

1. Pemanasan Global (Global Warming),

2. Tingginya Harga Bahan Bakar Minyak,

3. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran,

4. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan,

5. Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat,

6. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan,

7. Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang

8. Masih Rendahnya Kinerja Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah

9. Masih Rendahnya Investasi,
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Pemerintah Kota Sukabumi akan berusaha mengembangkan potensi dan
meminimalisasi kekurangan yang dimiliki untuk merespon peluang dan
kendala yang muncul atas issue-issue strategis tersebut guna
melaksanakan dan mencapai kinerja pembangunan 2008-2013.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 adalah
sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk memberikan :
1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi,
2. Arah Kebijakan Keuangan Kota Sukabumi,
3. Sasaran-Sasaran Strategis Yang Ingin Dicapai Selama 5 (lima) Tahun

Kedepan Yang Diejawantahkan Dalam Program Pembangunan Dan
Rencana Kerja,

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 adalah :
1. Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan

dan program-program pembangunan kota Sukabumi.
2. Mengakomodasi janji-janji politik kepala daerah terpilih sehingga

dapat merealisasikannya dalam rencana pembangunan selama
periode kepemimpinannya.

3. Menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus
dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan untuk menentukan arah pembangunan Kota
Sukabumi di masa yang akan datang yang penyusunannya
mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Kegunaan dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 adalah
sebagai :
1. Petunjuk SKPD dalam menyusun rencana kerjanya;
2. Pedoman alokasi anggaran setiap bidang selama kurun waktu 2008-

2013;
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3. Melanjutkan RPJMD tahap 1 (Renstra Kota Tahun 2003 – 2008)
dengan memperbaiki kekurangan, arah mencapai tujuan dalam
RPJMD Tahun 2008 – 2013;

4. Potret diri RPJMD Tahap 1 untuk melangkah pada tahap berikutnya
dalam rangka mencapai tujuan akhir (RPJPD Kota Sukabumi Tahun
2005 - 2025).

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 dilandasi dasar hukum sebagai
berikut :
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara;
f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang;

i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
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j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

r. Peraturan Presiden RI Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005 – 2025;

u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002-2011;

v. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi
2005 – 2025; Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 No. 7
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi No. 12.
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1.4. Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013

Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan
RPJM Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 merupakan satu bagian
yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Sukabumi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang
telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025
muapun RTRW Kota Sukabumi Tahun 2002-2011, serta dari
keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun
Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya
selama periode perencanaan, akan dijabarkan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Sukabumi, yang dari
keberadaan RKPD Kota Sukabumi tersebut, selanjutnya, akan dijadikan
acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD

Selanjutnya, dalam kaitan dengan Sistem Keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
maka penjabaran RPJM Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013
kedalam RKPD Kota Sukabumi untuk setiap tahunnya, akan dijadikan
pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi. Gambaran tentang Proses Tata Cara
Penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 serta hubungan
antara RPJM Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 dengan dokumen
perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana
ditunjukkan pada gambar -1.1.
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Gambar 1.1.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang
penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013,
maksud dan tujuan, landasan hukum, kerangka berpikir
penyusunan RPJMD Kota Sukabumi 2008-2013 serta
sistematika penulisan.

Diagram : TataCara Penyusunan RPJMD KotaSukabumi
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BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Pada bab ini diuraikan kondisi umum daerah dari tahun
2003 – 2006 baik kondisi geografis, kondisi perekonomian
daerah, kondisi sosial budaya daerah, kondisi penataan
ruang dan sarana prasarana daerah serta sumberdaya alam
dan lingkungan hidup, kondisi pemerintahan umum, issue
strategis, scenario serta kondisi yang diinginkan pada akhir
tahun perencanaan 2013.

BAB III VISI DAN MISI
Menguraikan tentang visi, misi walikota Sukabumi Tahun
2008 – 2013, dan agenda pembangunan tahun 2008-2013.

BAB IV STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Berisi penjelasan mengenai arah kebijakan pembangunan
baik aspek perekonomian, aspek agama, sosial dan budaya,
aspek penataan ruang, sarana dan prasarana serta
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, aspek
pemerintahan umum,  arah kebijakan keuangan daerah
yang terdiri dari arah pengelolaan pendapatan daerah, arah
pengelolaan belanja daerah dan arah pembiayaan daerah.
Selain itu diuraikan pula program prioritas dan program-
program pembangunan beserta sasaran program dan pagu
indikatifnya serta indikasi kegiatan 2008-2013.

BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi program transisi tahun 2014 untuk
mengisi masa transisi pada masa berkahirnya tahun
perencanaan 2013, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota
Sukabumi Tahun 2008 – 2013 serta penutup.
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BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

Secara historis Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia

Belanda sebagai Burgerlijk Bestuur (1914) dengan status Gemeenteraad Van

Sukabumi yang bertujuan untuk  memberikan pelayanan kepada orang-

orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah

Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Dalam konteks perekonomian

regional kala itu Kota Sukabumi sudah dilengkapi dengan fasilitas

pergudangan, fasilitas perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti

kereta api dan jalan raya yang berakses langsung ke pelabuhan

samudera di Jakarta sehingga terjadi kegiatan eksport-import. Namun

demikian dalam perjalanan sejarah kejayaan itu menyurut dikarenakan

kesinambungan pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset yang berbasis

perkebunan tidak lagi menguntungkan akibat semakin ketatnya

persaingan dengan negara-negara produsen sejenis.

Memasuki era kemerdekaan dengan dibentuknya sistem pemerintahan

daerah, Kota Sukabumi termasuk kedalam kategori kota kecil yang

disebut sebagai Kotapraja, Kotamadya dan terakhir menjadi Kota yang

memiliki areal 1.215 Ha yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan.

Berdasarakan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1995 Kota Sukabumi

mengalami perluasan menjadi 4.800,23 Ha, sehingga ada penambahan

desa-desa dan kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 7 (tujuh)

kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Cibeureum, Citamiang, Lembursitu,

Warudoyong, Baros dan Gunung Puyuh yang terdiri dari 33 kelurahan

dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

 Sebelah Utara dengan Kecamatan Sukabumi (Kabupaten Sukabumi)
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 Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung (Kabupaten
Sukabumi)

 Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat (Kabupaten Sukabumi)

 Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Sukabumi)

Batas wilayah administrasi dan posisi Kota Sukabumi dalam Konstelasi

Regional Jawa Barat berada pada posisi strategis karena berada diantara

pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya ini,

merupakan salah satu kawasan andalan dari 8 kawasan andalan di Jawa

Barat (RTRW Jawa Barat) yang  berpotensi untuk mengembangkan

agribisnis, pariwisata dan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan

dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing

global, serta menjadi motivator untuk memacu perkembangan

wilayahnya juga mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah

disekitarnya (hinterland) .

Sesuai  dengan  kondisi obyektif yang terus berkembang, pertumbuhan

kota mengarah kepada kegiatan perekonomian yang berbasis pada jasa

meliputi perdagangan, perhotelan, perbankan, kesehatan, pendidikan,

pertanian, hal inilah yang mendasari pemikiran untuk menetapkan visi

kedepan keberadaan Kota Sukabumi ” Terwujudnya Kota Sukabumi

Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan

Dan Perdagangan Di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa ”

yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi

No.7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Sukabumi 2005 – 2025; Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun

2008 No. 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi No. 12. Visi

kota tersebut sejalan dengan komponen Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) yang ditetapkan oleh UNDP yang terdiri dari komponen

peningkatan  kemampuan daya beli, peningkatan kualitas pendidikan
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dan peningkatan derajat kesehatan  masyarakat yang akan menunjang

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1. Letak Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat

pada titik koordinat 106° 45' 50" BT dan 106° 45' 10" Bujur Timur, 6° 50'

44" Lintang Selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung

Pangrango yang ketinggiannya 584 m diatas permukaan laut, dengan

kemiringan 0º – 3º dan 3º – 8º di bagian utara. Secara geografis Kota

Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek

dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung)

± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup

dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari

kota-kota tersebut. Hal ini juga membuka kesempatan kepada Kota

Sukabumi untuk mengembangkan diri sebagai pusat pelayanan

berkualitas dibidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan yang

merupakan visi Kota Sukabumi dengan didukung oleh tenaga

profesional, kelengkapan sarana dan prasarana perekonomia, jasa

pendidikan dan kesehatan berskala pelayanan regional.

2.1.2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kota Sukabumi adalah ± 48 Km² dengan jarak terjauh dari

Utara ke Selatan ± 7,5 Km dan dari Barat ke Timur ± 6 Km yamg terdiri

dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, 346 Rukun Warga (RW) dan 1.453

Rukun Tetangga (RT). Penggunaan tanah paling banyak dipergunakan

untuk Pertanian yaitu seluas 2.316 Ha dan yang paling kecil adalah

penggunaan lahan untuk lain-lain seluas 300 Ha. Kecamatan Lembursitu

merupakan Kecamatan paling luas yaitu 8,89 Km² atau sebesar 18,52%

dari luas Kota Sukabumi, sedangkan Kecamatan yang paling kecil
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adalah Kecamatan Citamiang dengan Luas 4,04 Km². Adapun Luas

masing- masing Kecamatan Di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel

2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi & Luas Wilayah Se Kota Sukabumi

Tahun 2007

No Kecamatan Kelurahan
Luas

Wilayah
(Km²)

Jumlah
RT

Jumlah
RW

Kepadatan
(Jiwa /
Km²)

1 Cikole  Selabatu
 Gunung Parang
 Kebonjati
 Cikole
 Cisarua
 Subang Jaya

0.97
0.64
0.48
0.79
2.00
2.20

57
35
55
36
74
67

9
9

10
7

19
14

9.090,7
9.135,9

18.385,4
6.922,8
6.547

5.188,2

2 Citamiang  Cikondang
 Gedong Panjang
 Nanggeleng
 Citamiang
 Tipar

0.65
1.00
1.20
0.73
0.46

39
28
62
39
49

9
6

13
7
8

12.235,4
6.839

10.979,2
10.323,3
19.043,5

3 Gunung Puyuh  Gunung Puyuh
 Karamat
 Sriwidari
 Karang Tengah

0.94
1.11
0.95
2.50

43
37
57
67

12
9

14
16

7.392,6
6350,4

10.136,8
5.018,4

4 Warudoyong  Warudoyong
 Nyomplong
 Benteng
 Dayeuh Luhur
 Sukakarya

0.43
0.52
1.28
2.33
3.04

32
48
55
69
47

5
9
9

21
13

13.546,5
13.519,2
7.841,4
5.399,6
3.756,9

5 Baros  Sudajaya Hilir
 Jaya mekar
 Jaya Raksa
 Baros

1.29
1.59
1.45
1.79

25
32
27
60

8
7
7

18

3.820,2
2.363,5
3.671,7
6.777,1

6 Cibeureum  Sindang Palay
 Limusnunggal
 Babakan
 Cibeureum Hilir

1.65
2.63
2.65
1.84

21
39
29
44

5
12
8

10

2.781,2
2.852,9
1.931,7
4.941,8

7 Lembursitu  Lembursitu
 Situmekar
 Cipanengah
 Cikundul
 Sindangsari

3.22
1.54
1.53
1.58
1.02

67
30
31
32
20

21
8
8
9
6

2.910,9
3.025,9
3.909,8
3.370,9
4.799

Jumlah 33 48.00 1.453 346 5.489,1
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2007
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2.1.3. Topografi, Klimatologi dan Penggunaan Lahan

a. Topografi

Secara topografi Kota Sukabumi merupakan dataran Tinggi, yang

menurut penggunaannya yaitu tanah yang digunakan untuk lahan

pertanian sebesar 2.316 Ha (48,25%) dari seluruh wilayah dan

sisanya seluas 2.384 Ha (51,75%) adalah lahan kering. Fenomena

yang terjadi didaerah perkotaan adanya perubahan fungsi lahan

pertanian ke penggunaan lain, akibat banyaknya pembangunan di

bidang perumahan, perdagangan dan industri yang berdampak

pada menyempitnya luas tanah pertanian, khususnya sawah.

b. Klimatologi

Suhu udara Kota Sukabumi berkisar antara 15° C - 20° C sedangkan

rata-rata curah hujan tertinggi tahun 2006 terjadi pada bulan

Februari dengan curah hujan 483,5 mm (26 hari hujan, rata-rata

curah hujan 17,4 mm) sedangkan terendah pada bulan Agustus

dengan curah hujan 2 mm (2hari hujan, rata-rata hujan 1 mm).

Sukabumi mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau.

c. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Sukabumi dibedakan menjadi lahan

sawah dan lahan bukan sawah (lahan Kering). Lahan Bukan Sawah

(Lahan Kering) sendiri dibedakan atas lahan pekarangan/rumah,

tegal/kebun, Kolam/tebat/empang dan lahan lain-lain,

penggunaan lahan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.2.
Luas Tanah Per Kecamatan menurut Penggunaannya

Di Kota Sukabumi Tahun 2007

No Kecamatan
Tanah
Sawah

(Ha)

Tanah
Kering

(Ha)

Lain-Lain
(Ha)

Jumlah
(Ha)

1 Baros 352 218 41 611
2 Citamiang 154 217 33 404
3 Warudoyong 415 296 49 760
4 Gunung Puyuh 202 324 24 550
5 Cikole 177 484 47 708
6 Lembursitu 450 392 48 890
7 Cibeureum 566 253 58 877

Jumlah 2.316 2.184 300 4.800
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2007

2.2. Kondisi Perekonomian Daerah

2.2.1. Kondisi Makro Ekonomi

Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan kinerja perekonomian Kota

Sukabumi, digunakan indikator Makro yang biasa digunakan untuk

menilai kinerja perekonomian. Indikator Makro tersebut diantaranya

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan

pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu dan juga kinerja

sektor perekonomian.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi dari tahun ke tahun

mengalami pertumbuhan positif, Pada tahun 2002 LPE sebesar 5,34 %

dan Pada Tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 6,23% setelah pada

Tahun 2005 tumbuh menjadi 5,95%. Kondisi tersebut belum

menggambarkan adanya percepatan pembangunan perekonomian di

Kota Sukabumi, meskipun terdapat kenaikan pertumbuhan namun

pergeserannya relatif tidak terlalu besar, selain itu jika melihat target

LPE yang ditetapkan dalam Renstra 2003-2008 Pada Tahun 2006 sebesar
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